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BAB VI  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

 

 6.1 Simpulan 

Berdasarkan analisa dan pembahasan mengenai evaluasi proses, output dan 

efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 18 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandung 

2011-2031 di KBU, khususnya di kawasan Punclut, Kelurahan Ciumbuleuit, 

Kecamatan Cidadap Kota Bandung, maka diperoleh kesimpulan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Hasil evaluasi terhadap proses pelaksanaan Perda, walaupun sosialisasi dan 

penyuluhan sudah dilakukan, tetapi masih banyak pelanggaran pada 

pembangunan dan pemanfaatan lahan pada Kawasan KBU, khususnya di 

kawasan Punclut, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap Kota Bandung. 

2. Hasil evaluasi terhadap output pelaksanaan Perda, walaupun regulasi daerah 

yang menetapkan KBU sebagai kawasan lindung atau kawasan konservasi, 

namun berbagai regulasi / kebijakan, baik Perda Nomor 18/2011 tentang RTRW 

Kota Bandung 2011 – 2031, dan Perda Jabar Nomor 2/2016 tentang 

Pengendalian KBU sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat, serta 

beberapa kebijakan pemerintah lainnya, dalam pelaksanaannya belum 

dijalankan dengan baik dan tegas oleh Pemerintah terkait, sehingga terdapat 

kesan bahwa berbagai kebijakan tersebut tidak berpengaruh terhadap 

pengendalian pemanfaatan lahan dan kerusakan lingkungan di KBU. 
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3. Hasil evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, dapat disimpulkan 

bahwa Pemerintah belum secara tegas melaksanakan sanksi kepada masyarakat 

dan  pengusaha yang melakukan pelanggaran dalam pembangunan dan 

pemanfaatan lahan di Kawasan KBU, khususnya di kawasan Punclut Kelurahan 

Ciumbuleuit Kecamatan Cidadap Kota Bandung, sehingga hal ini dapat 

menimbulkan pelanggaran semakin banyak, karena tidak ada efek jera. Sanksi 

yang dapat diterapkan ialah sanksi administrasi, sanksi pidana, serta sanksi 

biaya paksaan penegakan hukum. 

 

6.2 Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa permasalahan yang belum 

terpecahkan, sehingga peneliti mengajukan beberapa saran. Saran tersebut antara 

lain sebagai berikut: 

1. Pihak Distaru, Satpol PP,dan Pemerintah Kota Bandung  harus lebih 

meningkatkan frekuensi, pemilihan materi, dan metode sosialisasi dan 

penyuluhan, agar masyarakat dan pengusaha benar-benar memahami dan 

berkeinginan untuk mematuhi isi Perda ketika melakukan pembangunan dan 

pemanfaatan lahan di KBU. 

2. Pihak Distaru, Satpol PP,dan Pemerintah Kota Bandung  harus lebih tegas 

dalam memberikan perijinan terkait pembangunan di KBU, dan harus disertai 

rekomendasi dari Gubernur, serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan 

pada setiap pembangunan dan pemanfaatan lahan secara berkala di Kawasan 

KBU. 
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3. Pihak Distaru, Satpol PP,dan Pemerintah Kota Bandung  harus segera 

melakukan pemberian sanksi (melakukan pembongkaran, pemberian sanksi 

adminisitratif dan pidana) bagi pelanggar, sehingga dapat menimbulkan efek 

jera bagi masyarakat dan pengusaha di Kawasan KBU, khususnya di kawasan 

Punclut, Kelurahan Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap Kota Bandung. 
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